


























^(@PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

FAKULTAS DESAIN KREATIF DAN BISNIS DIGITAL
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA PEKALONGAN

DAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

KOTA PEKALONGAN

TENTANG

PEI\ryELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

NoMoR: 0 10-c/FDK/ITSNU.PKL/PKS I xt I 2025
NOMOR: OOO.9 13907

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Rrluh Delapan bulan November tahun Dua
ribu Dua puluh Lima (28-11-202q, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NUR ROKHMAN : Dekan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital
Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama
Pekalongan, yang berkedudukan di Jalan
Karangdowo No. O9," Kedungwuni; Kabupaten-
Pekalongan Jawa Tengah 51173 berdasarkan
Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan
Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan Nomor
0 18/S.Kep/ITSNU.PKLIREK /vll / 2025 tanggal
01 Juli 2025 dalam hal ini bertindak dan
berwenang untuk dan atas nama Fakultas
Desain Kreatif dan Bisnis Digitaf Institut
Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama
Pekalongan untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KESATU.

2. ANDRIANTO : Kepala BAPPERIDA Kota Pekalongan, yang
diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota
Pekalongan 800. 1.3.31 lO92 Tahun 2025 Tanggal
15 September 2025 tentang Pengangkatan
Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, ya:rg
berkedudukan di Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
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BAPPERIDA Kota Pekalongan yang selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PII-IAK KESATU dan PII{AK KEDUA SelarijUtnya Seciira befsaind:Sania diSeb["t

PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa PIHAK KESATU adalah salah satu Fakultas yang dimiliki oleh Institut

Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan yang menyelenggarakan
kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian
kepada Masyarakat.

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan
yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lcmbaran' Negara Republik. Indonesia^ Taltrn 2OO3 Nomor 78;"Tarnb*han
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2OL9 tentang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 148, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
637a1;

3. Prraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44961;

+. Peraturan Pemerintah' Nomor 66 Tahun 2AlO tentilng' Pengelolaan Dan'
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62191;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara
Republik Indijnesia Tahun 2AiS Nomor L9S2l;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tah:un 2O2A tentang Tata Cara
Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan
Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor ST 1);

8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Tahun ZO22 Nomor
2l;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggr Republik
Indonesia Nomor 1160/KPT /Il2018 tentang lzin Pendirian Institut Teknologi
dan Sains Nahdiatul Uiama Pekalongan di Kabupaten Ptikalbngan Piovinsi Jawa
Tengah yang Diselenggarakan oleh perkumpulan Nahdlatul Ulama;
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10. Kesepakatan Bersama antara Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama
Pekalongan dan Pemerintah Kota Pekalongan Nomor 011-
a/ITSNU.PKL/MoU lV /2025 dan Nomor LOO.2.2.312O3812O25 tertanggal 2
Il,lei 2025 tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing,
PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama
tentang Penyelenggaraan Trid.arma Perguruan Tinggl dalam Bidang Perencanaan
Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah dengan ketentuan sebagai berikuf:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(U Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah dimaksudkan sebagai pedoman
bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sarna dalam pelaksanaan Tridarma
Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan.

(21 T\rjuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan program dan
kegiatan PARA PIHAK dalam rangka peningkatan aktivitas Tridarma
perguruan Tinggi di Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi
Daerah.

BAB II
OB.IEK KERJA SAMA

Pasal 2

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Tridarma Perguruan
Tinggi dalam Bidang Perencanaan Pemb€rngunan, Riset, dan Inovasi Daerah.

BAB IiI
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. Biilarig Pendidlkdn, Penelitianl dan" P6ngabdian MesrafakeT dosen dan

mahasiswa Fakultas Desain Ifteatif dan Bisnis Digital Institut Teknologi dan
Sains Nahdaltul Ulama Pekalongan;

b. Penyelenggaraarl Praktik Kerja Lapangan (Magang);
c. Kegiatan seminar/ workslnplFcD/diseminasi hasil penelitian;
d. Kegiatan Riset dan Inovasi sesuai dengan fungsi PARA pIHAK;
e. Implementasi kurikulum Merdeka Kampus Berdampak; dan
f. Kegiatan lain yang disepakati bersama pARA PIHAK.
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BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan

tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Perjanjian Kerja

Sama.
(21 pARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna

mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan

membangun kerja sarna yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) Hak PIHAK KESATU:
&:' Mernperoleh data dan. informasi'yang dibutuhkan dari. PII{AK" KEDUA'

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Memperoleh pembelajaran dari PIHAK KEDUA; dan
c. Mendapatkan fasilitas untuk pelaksanaan program sesuai dengan

kesepakatan PARA PIHAK.

{2} Kewajiban PIHAK KESATU:
a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK;
b. Menyediakan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan Tridarma

perguruan tirggr;
c. Menyampaikan laporan hasil kegiatan yang dilirkukan pada PIFIAX

KEDUA;
d. Menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;
e. Menjaga citra dan nama baik PIHAK KEDUA; dan
f. Menaati secara keseluruhan dari tata tertib yang berlaku di PIHAK

KEDUA.
(3) Hak PIHAK KEDUA:

a. Menerima laporan hasil kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;
dan

b. Memperoleh dukungan sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan
dan teknologi yang dibutuhkan.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disepakati oleh PARA pIHAK;
b. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dari PIIIAK KESATU

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perunda::g-undangan yang berlaku;
d. Memberikan pembelajaran kepada PIHAK KESATU;
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e. Memberikan fasilitas untuk pelaksanaan program sesuai
kesepakatan PARA PIHAK; dan

f. Menjaga citra dan nama baik PIHAK KESATU.

dengan

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Pe{anjian Kerja Sama ini akan
dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JANGKAWAKTU

Pasa] 7

(3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (1ima) tahun sejak
ditandatangani PARA PIHAK serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan
PARA PIHAK.

(41 Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri atau memperpanjang
Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK yang bersangkutan harus
memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat
3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

BAB VIII
PEI{YELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan
diselesaikan secara musyawah untuk mencapai mufakat.

(21 Dalam haI tidak tercapai mufakat akan diselesaikan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
SURAT MEI{YURAT

Pasal 9

(1) Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen,
instruksi dan/ atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut
Pe{anjian Ke{a Sama ini di alamatkan kepada:
PIHAK KESATU:
Lembaga Pengembangan Kerjasama, Karir dan Technopreneurship
Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama pekalongan
Alamat : Jalan Karangdowo No. 9, Karangdowo, Kecamatan Kedungwuni,

Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51173
Telpon : O285.7837614
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Email : lpk2titsnu@smail.com
PIHAK KEDUA:
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota
Pekalongan
Alamat : Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan
Telpon : (0285) 423223
Email : bapperida@pekaloneankota.go.id

(2) Surat menyurat dan pemberitatruan-pemberitahuan dan/atau komunikasi
ke alamat tersebut dianggap telah diterima Ilmu Kesehatan dengan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain

yang diterbitkan oleh pengirim;
b. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan

dengan tanda fangan;
c. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila

pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi
pengirim pos tercatat; dan

d. pada hariyang sarna, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui
Email atau Faksimile dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan
melalui telepon.

(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis
kepadh PARA PII{AK dalam Pdrjanjian ini selambat-lambathya L.4'(i:mpaf
belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

BAB X
KEADAAN KAHAR

Pasal 10

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran,
gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK
tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal
5, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA pIHAK
sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Pedanjian
Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari
keadaan kahar ini.

(2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan
sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PII{AK
serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan
Berita Acara paling lambat 3O (tiga puluh) hari keda sejak terjadi peristiwa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara
langsung membatalkan Pedanjian Kerja Sama ini oleh karena itu pARA
PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali
keadaan, kecuali ditentukan lain oleh pARA PIHAK.
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BAB XI
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 11

(U Apabila dalam hal Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan yang berakibat
Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK,
maka Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan berakhir terhitung sejak
kebijakan Pemerintah Pusat itu ditetapkan tanpa adanya tuntutan dari
masing-masing PIHAK.

(21 Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kewajiban yang belum dapat
diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka akan dibicarakan dan disepakati oleh
PARA PIHAK.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1) Pedanjian Kerja Sama ini tidak dapat ditambah atau diubah, kecuali dibuat
dengan suatu Pedanjian Kerja Sama tambahan atau perubahan yang
disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK.

{2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya tambahan atau perubahan
dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian oleh PARA
PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja
Sama ini.

(3) Tambahan atau Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dapat
diiakrlkan atas dasar persetr.rjuan PARA PII{AK.
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BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13

Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik bagi PARA

PIHAK untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan

saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA

PIHAK dalam rangkap 3 (tiga|, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan
dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan I (satu) rangkap lainnya tanpa meterai
sebagai arsip Bagran Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan selaku
Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dhn masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama.
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KESEPAKA?AN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PBKALONGAN

DAN

UNIVERSITAS GUNADARMA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DI KOTA PEKALONGAN

I. ACHMAD AFZAN
ARSLAN DJUNAID

41s.4/ 35 /r/2o2s
OttTgg4rU6/t/LaLg

WALI KOTA PEKALONGAN, yang diangkat

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 131.33-280 Tahun 2A21 tentang

Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala

Daerah SerentakTahun 2O2O di Kabupaten dan

Kota Pada Provinsi di Jawa Tengah tanggal 22

Februari 2021, sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 131.33-367 Tahun

2021 tanggal 24 Februari 2022 tentang

Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang

Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala

NOMOR

NOMOR

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua hrluh Lima
(O2-OL-2O25), kami y.ang bertanda tangan di bawah ini:

1
PIHAK KFDTJA PIHAK KESATU
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Kabag

trtFt,.

Kabag
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Daerah Serentak Tahun 2O2A di Kabupaten dan

Kota Pada Provinsi di Jawa Tengah , dalam hal

ini bertindak untuk dan atas neuna Pemerintah

Kota Pekalongan berkedudukan di Jalan

Mataram No. 1 selanjutnya disebut PIHAK

KESATU

Rektor Universitas Gunadarma, yang

diangkat Ketua Yayasan Pendidikan

Gunadarma Keputusan Yayasan Pendidikan

Gunadarma Nomor: 138/SK/YPGl2023

tanggal 14 Agustus 2023, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Universitas

Gunadarma (UG) berkedudukan di Jaian

Stasiun Cakung No. 99 RT.0O2, RW.O8,

Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung,

Kota Jakarta Timur, Prov. D.K.I. Jakarta,

selanjutnya disebut PIHAK KBDUA.

PIHAK KESATU dan PIF{AK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama

dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri
disebut PIHAK.

PARA PIHAK teriebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1' bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom di Kota Pekalongan;

2. bahwa PIHAK KEDUA ada-lah Perguruan Tinggr swasta yang mempunyai
tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, dan

Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi) ;

3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menjarin kerja sama yang

dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (MOU) antara Pemerintah Kota
Pekalongan dengan universitas Gunadarma Nomor 4ls.4lr4.rfil2a22 dan
Nomor 001.2/REK lUGlIl2O22 tanggat 3 Januari 2022; dan

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

Sekda

,
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Pemerintahan
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Kabag
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T +l t)t lr-. <tt -
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I

2

3.

4. PARA PIHAK telah sepakat untuk melanjutkan kembali kerja sama tentang

Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kota

Pekalongan tersebut sebagai bagian implementasi Tridarma Perguruan

Tinggi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai

berikut :

Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 78,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang Pendidikan Tinggt;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2O23 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahrw 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 68a1);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

dengan Daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62191;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2O14

tentalg Kerja Sama Perguman Tinggi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2O2O tentang Tata Cara

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan

Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 371);

dan

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2A22 tentang

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kota Pekalongan

Tahun 2022 Nomor 2).

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing,

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama

tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kota

Pekalongan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAI{SI'D DAN TUJT'AI{

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK

untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan

Tinggi di Kota Pekalongan.

{21 Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan sumber

daya PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama di bidang pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kota pekalongan.

Pasal 2

OBIEK I{ESEPAXATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian

kepada Masyarakat.

Pasal 3

RSANG LII{GKI'P

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan di bidang:

a. Pendidikan dan pelatihan;

b. Penelitian dan pengembangan ilmu;

c. Pengabdian kepada masyarakat; dan

d. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELI\KSAI{AAN

(1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama oleh
PARA PIHAK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
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(2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), PIHAK KESATU dapat menugaskan kepada Perangkat Daerah sesuai

bidang tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA menugaskan pejabat yang

ditunjuk sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 5

PEMBIAYAAIT

Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada

anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA ITAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama dan dapat diperpanjang

sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

SURAT MEI{YTTRAT

(1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau

disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan seca.ra

tertulis.

(2) untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA

PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperlual koordinasi

sebagai berikut :

PIHAK KESATU menunjuk:

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota pekalongan

Email : .

Alamat : Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

PIHAK KEDUA menunjuk :

Jabatan : Kepala Lembaga Kerjasama dan urusan Internasional

Email i
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Aiamat : Jl. Margonda Raya No" 1OO Depok Jawa Barat

sebagai koordinator pelaksana Kesepakatan Bersama ini.

(3) Dalam hal terjadi pembahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

maka pembahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA

PIHAK dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 {empat belas) hari kerja
setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 8

KEADAAN ITAI{AR

(1) Yang dimaksud dengan keadaon kahar adalah keadaan-keadaan di luar
kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK

dimaksud tidak dapat melaksanakan Nota Kesepakatan ini, yaitu:
a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kecelakaan moda transportasi,

kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;

dan

b. Pemogokan rlmum, hum-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-

kea.daan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai

keadaan katnr.
(21 Dalam hal tedadi Keadaan kahansebagaimana dimaksud pada ayat (1),

maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar berkewajiban

memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14

(empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat

berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang

berwenang.

(3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya
peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai keadaan kahnr.

(4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena
terjadinya keadaan kalr"rbukan merupakan tanggung jawab pIHAK lain.
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Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIIIAN

(1) Apabila terjadi perselisihan datam Kesepakatan Bersama ini akan
diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Dalam hal tidak tercapai mufakat akan diselesaikan sesuai ketentuan
peraturan p.r,rhd".rg-und.angan.' t'

Pasal 1O

I(ETENTUAN LAIN.LI\IN

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang

tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat diiakukan dengan

persetujuan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan suatu
perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kesepakatan Bersama ini.

(2) Dalam hal di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau
kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK

mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau
penyempurrraan sebagaimana mestinya.

(3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengamh dengan

terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik bagi

PARA PIHAK untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-
masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang
berlaku pada masing-masing PIHAK.
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Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA

PIHAK dalam rangkap 2 {dua) asli bermeterai cukup dan dipegang oleh

PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang

sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

ACHMAD AFZAN DJUNAID
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KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNI\IERSITAS MUHAMMADIYAH PEI(AJANGAN PEI(ALONGAN

DAN

PEMERINTAH KOTA PEI{ALOITGAN

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 98 1 /HK.07.00/ RK/tx / 2o2s
NOMOR: 100.2.2.s l37ot /2A2s

Pada hari ini Senin, tanggal satu, buian September, tahun Dua Ribu Dua
Puluh Lima (01-09-2025), bertempat di Kota pekalongan, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

I. NUR IZZAI-I : Rektor Universitas Muhammadiyah pekajangan

Pekalongan, berdasarkan Surat Keplltusan

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:

300/KEP lI.O lD 12023 tanggal 31 Maret 2023

tentang Pengangkatan Rektor Universitas

Muhammadiyah Pekajangan Masa Jabatan ZO2S-

2A27, berkedudukan di Jl" Raya pekajangan No.

1A Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas

Muhammadiyah Pekajangan pekalongan,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. ACHMAD AFZAN : Wali Kota Pekalongan, berdasarkan Keputusan
ARSLAN DJUNAID Menteri Dalam Negeri Nomor 1 00.2. 1 .3 221

Tahun 2025 tentang Pengesahan pengangkatan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada

Kabupaten dan Kota Hasil pemilihan Kepala
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Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan

Tahun 2025-2A30, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan,

berkedudukan di Pekalongan Jalan Mataram No.

1 Kota Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-
sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Swasta di bawah

koordinasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah Vi
Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi) ;

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

c. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan program pendidikan,
penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, diperlukan kerja
sama PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

2. undang-undang Nomor 12 Tahun 2an tentang pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A74 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2A23 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2A22
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
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4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama

Daerah dengan Daerah lain;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2aA
tentang Kery'a Sama Perguruan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2o2a tentang Tata
cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah

dengan Pihak Ketiga;

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2az2 tentang
Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan

surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 3l4lKwlrl2olg tanggal 30 April 2aD
tentang rzin Penggabungan sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

Muhammadiyah Pekajangan di Kabupaten pekalongan, sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pekalongan di Kota pekalongan, Dan
Politeknik Muhammadiyah Pekalongan di Kabupaten pekalongan

Menjadi universitas Muhammadiyah pekajangan pekalongan di
Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan

Persyarikatan Mu hammadiyah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai d,engan kedudukan masing-
masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk meiaksanakan Kesepakatan
Bersama tentang Pelaksanaan Tridarma perguruan Tinggi dengan
ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pARA

PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Tridarma
Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan.
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{2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan
sumber daya PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama di bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta
pemberdayaan masyarakat di Kota pekalongan.

Pasal 2

OBJEK KESEPAI(ATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridarma perguruan

Tinggi di Kota Pekalongan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini rneliputi:

a. Pendidikan;

b. Penelitian;

c. Pengabdianmasyarakat;

d. Pemberdayaan masyarakat; dan

e^ Bidang lain yang disepakati PARA piHAK

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini
akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian Keda Sama.

(2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga/Unit Kerja
yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsinya serta
bidang yang dikerjasamakan.

(3) Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini
akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
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Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima)

tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini,
dan dapat diperpadang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan program Keda Sama ini dibebankan kepada

anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-

masing, dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

SURAT MENnIRAT

{1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat
atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan
secara tertulis.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA

PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan

koordinasi sebagai berikut:

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

Jabatan ; Kepala Lembaga Pengembangan Bahasa dan

Kerja Sama (LPBK)

Alamat : Jl. Raya Pekajangan No. 1A Kab. Pekalongan

Jawa Tengah

Telepon : (0285) 785179, psw 175

Email : tpbk@umpp.ac.id.
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PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kota Pekalongan

Alamat : Jalan Mataram Nomor 1 Kota Pekalongan

Telepon : (0285) 421093

Email : tapem.kotapekalongan@gmail.com

(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat

{2}, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis
kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah teq'adinya perubahan

alamat dimaksud.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

(1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah keadaan diiuar
kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK

dimaksud tidak dapat melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, yaitu:

a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kecelakaan moda

transportasi, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan

wabah penyakit; dan

b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan
keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang

dinyatakan sebagai Keadaan kahar.

{21 Dalam ha1 terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar berkewqjiban

memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14

(empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat

berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah

yang berwenang.
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(3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan

tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

Keadaan kahar.

(4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena

tedadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab

PIHAK lain.

Pasal 9

PEITTELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam Kesepakatan Bersama ini akan

diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

{21 Dalam hal tidak tercapai mufakat akan diselesaikan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 1O

KETEilTUAT{ LAIN-LAIIY

(U Hal-hai yang beium diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang

tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan

persetujuan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan suatu
perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Kesepakatan Bersama ini.

t2) Dalam hal dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau

kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK

mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau
penyempurnaan sebagaimana mestinya.

(3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan

terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
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Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

(1) Perjanjian Keda Sama dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Nomor:

975.1 |HK.A7.OO/RK/VIIII2O2O dan Nomor: 42O / 2342 Tanggat 31

Agustus 2O2O masih tetap berlaku sampai dengan masa berakhirnya
Perjanjian Kerja sama sepanjang tidak bertentangan dengan

Kesepakatan Bersama ini.

(2\ Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik bagi

PARA PIHAK untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-

masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang

berlaku pada masing-masing PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oieh

PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) diantaranya
bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu)

rangkap lainnya tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki sebagai

arsip Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dan
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKALONGAN

DAN

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PEKALONGAN

DAN

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

TENTANG

PENDAMPINGAN DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA PERTANIAN DAN ATAU

PERIKANAN DALAM RANGKA PBMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN

PEMASYARAKATAN LAPAS KELAS IIA PEKALONGAN

DAN RUTAN KELAS IIA PEKALONGAN

NOMOR : WP. 13.PAS.PAS. 10.PK.O5.O2-7 12

NOMR : WP.13.PAS.31.TI.04.02-989 TH.2O25
NOMOR : too.2.2.3 / 3024 I 2a25

Pada hari ini Rabu, tanggal 23, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-
OT -2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. IKA PRIHADI : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
NUSANTARA Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri

Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia
Nomor: M.IP-124.5A.03.03 TAHUN 2025 tanggal
31 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan
Administrator di Lingkungan Kementerian
Imigrasi dan Pemasyarakatan, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan,
berkedudukan di Jl. Wr. Supratman No.1O6 Kota
Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK
KESATTJ PIHAK KEDUA PIHAK KETIGA
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II. NANANGADI
SUSANTO

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA
Pekalongan, yang diangkat berdasarkan
Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Republik Indonesia Nomor M.IP-261.SA.03.03
Tahun 2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang
Pemberhentian dan Pengangakatan dari dan
dalam Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial di
Lingkungan Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas narna Rumah Tahanan Negara Kelas IIA
Pekalongan, berkedudukan di Jalan Rajawali
Nomor 1 Kota Pekalongan, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.
Wali Kota Pekalongan, yang diangkat berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan
Kepala Daerah Serentak Tahun 2A24 Masa
Jabatan Tahun 2O25-2O3O, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas narna Pemerintah Kota
Pekalongan, berkedudukan di Jalan Mataram
Nomor 1 Kota Pekalongan, selanjutnya disebut
PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-
salna disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
L. PIHAK KESATU adalah adalah Lembaga Negara sebagai unsur pelaksana

tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik
Indonesia di bidang Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan.

2. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Negara sebagai unsur pelaksana tugas dan
fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia di
bidang Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara.

3. PIHAK KETIGA adalah Pemerintah Kota Pekalongan sebagai unsur pelaksana
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi di Kota
Pekalongan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Nomor L6 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta, sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar
dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
L954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
551);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52541sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tarrrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 699a\

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2Al2 Tentang Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-undang Nomor 22 Ta}:lun 2A22 tentang Pemasyarakatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6811);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Wewenang, T\rgas, dan Tanggung Jawab Perawatan
Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor ll2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62191;

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penganeka
ragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor lT ll;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2O2O tentang Tata Cara
Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan
Pihak Ketiga (Berita Negara Tahun 2A2A Nomor 37);

10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2A24
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Republik Indonesia {Berita Negara Tahun 2024 Nomor S67l;
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11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2024
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 985); dan

12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor
2).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pendampingan dan Dukungan Sarana
Prasarana Pertanian dan atau perikanan dalam Rangka Pembinaan Kemandirian
Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Pekalongan dan Rutan Kelas IIA
Pekalongan, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(U Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK
dalam kerjasama di bidang Pendampingan dan Dukungan Sarana Prasarana
Pertanian dan atau perikanan dalam Rangka Pembinaan Kemandirian Warga
Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Pekalongan dan Rutan Kelas IIA
Pekalongan.

(2) Trrjuan dari Nota Kesepakatan ini adalah pendampingan dan pelaksanaan
dukungan sarana prasarana pertanian dan atau perikanan demi berjalannya
kegiatan ketahanan pangan serta meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan warga binaan pemasyarakatan dengan memanfaatkan sumber
daya sesuai kapasitas yang dimiliki PARA PIHAK.

PASAL 2
LOI{ASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada pada Lapas Kelas IIA Pekalongan
dan Rutan Kelas IIA Pekalongan.

PASAL 3
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pendampingan dan Dukungan Sarana
Prasarana Pertanian dan atau perikanan dalam Rangka Pembinaan Kemandirian
Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Pekalongan dan Rutan Kelas IIA
Pekalongan.
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PASAL 4
RUAI{G LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
a. pendampingan dan dukungan sarana prasarana pertanian dan atau

perikanan;
b. peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang pertanian dan atau

perikanan; dan
c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAtrIAB

(1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Menyediakan lahan pertanian dan atau perikanan untuk budidaya

pertanian dan atau perikanan;
b. Menyiapkan warga binaan pemasyarakatan sebagai peserta kegiatan;
c. Memberikan petunjuk padajajarannya selaku pelaksana untuk kelancaran

pelaksanaan kegiatan kerjasama ini;
d. Melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan yang

diberikan oleh PIHAK KETIGA;
e. Menyediakan dukungan operasional kegiatan sesuai kebutuhan; dan
f. Melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

kerjasama.
{21 PIHAK KETIGA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Men5rusun dan menyampaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada
PIHAK KESATU dan KEDUA;

b. Memberikan informasi dan transfer knouledge kepada warga binaan PIHAK
KESATU dan PIHAK KEDUA;

c. Menyediakan dukungan tenaga pendamping dalam pelaksanaan kegiatan;
d. Memfasilitasi sarana prasarana kegiatan berupa benih ikan dan bibit

tanaman sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
e. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama.

PASAL 6
PELAKSANAAI{

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(21 Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
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(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dilaksanakan
PIHAK KETIGA dengan menugaskan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan
tugas dan fungsinya.

t4) Setiap kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepakatan ini bersifat
terbuka dalam ha1 pemberian informasi, dokumentasi, transkr knowledge,
dan hal - hal lain yang relevan untuk diketahui oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
JAI{GI(A WAI(TU

(U Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung
sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat
diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Nota
Kesepakatan ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota
Kesepakatan ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya

PASAL 8
PEMBIAYAAI{

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini
dibebankan pada anggaran betanja masing-masing PIHAK berdasarkan
kesepakatan dan sumber dana lain yang sah serta bersifat tidak mengikat, yang
pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PASAL 9
PENGAKHIRAT{ KEzuA SAMA

Nota Kesepakata ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota
Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepad"a
PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang
dikehendaki.

PASAL 10
SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan, persetujuat:', izir:', permintaan dan komunikasi lainnya
yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara
tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:
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PIHAK KESATU
Kepala lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan
Alamat : Jl. Wr. Supratman No.106 Kota Pekalongan
Telepon
Email

: {0285) 42229r

PIHAK KEDUA
Kepala Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan
Alamat : Jl. Rajawali No.1 Kota Pekalongan
Telepon : (0285) 422444
Email :

PIHAK KETIGA
Kepala Bagian pemerintahan Setda Kota Pekalongan
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Kota Pekalongan
Telepon : (0285) 421093
Email

: ktpaspekatongan(fumail.com

t.

(2) Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PIHAK yang melakukan perubahan alamat tersebut berkewajiban untuk
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lanbat 7
(tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.

PASAL 11
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi ini secara bersama-
sama atau sendiri dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1

{satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
(2) Objek pemantauan dan evaluasi mendasarkan pada tugas dan tanggung

jawab PARA PIHAK.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam
merencanakan progrErm kerjasama selanjutnya.

(4) Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawab masing-
masing.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota
Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara
musyawarah untuk mufakat.
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{21 Dalam hal tidak tercapai mufakat dalam musyawarah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan
perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PASAL 13
KEADAAN I{AHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau
kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini
disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK
dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang
digolongkan sebagai Keadaan kahar.

(2) Pengertian Keadaan kahar yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang
termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi,
badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa
buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau
tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan,
perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian
mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban
salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

(3) Dalam hal terjadi Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat {21, maka
PIHAK yang mengalami Keadaan kahar berkewajiban untuk memberitahukan
kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak
terjadinya Keadaan kahar.

(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-
bukti dan konfirmasi tertuiis dari pihak yang berwajib atau instansi yang
berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan
untuk mengatasi Keadaan kahar tersebut.

(5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya
pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima
pemberitahuan, maka terjadinya Keadaan kahar tersebut dianggap telah
disetujui.

(6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan Keadaan kahar tersebut lalai untuk
memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang
mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepenuhnya
menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Keadaan kahar
tersebut.
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PASAL 14
KETENTUAN LAIN.LAIN

(1) Nota Kesepakatan ini tidak dapat ditambah atau diubah, kecuali dibuat
dengan suatu Nota Kesepakatan tambahan atau perubahan (adenduml yang
disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK.

{2) Hal-hal yang belum disepakati, diatur danlata:u tedadinya tambahan atau
perubahan (adendum) dalam Nota Kesepakatan ini akan ditentukan kemudian
oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota
Kesepakatan ini.

(3) Tambahan atau perubahan (adenduml terhadap Nota Kesepakatan ini dapat
dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

(4) Peiaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya
pergantian kepemimpinan dan perubahan struktur organisasi tata kerja dari
PARA PIHAK.

PASAL 15
KETENTUAN PENUTUP

Naskah Nota Kesepakatan ini dibuat berdasarkan itikad baik bagi PARA PIHAK
untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan saling
menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing*masing PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap dinas dan dipegang
oleh PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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NoMoR :27 /2lTsllNK/B
NOMOR : too.2.2.3 /4526 /2O2s

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan November tahun d.ua ribu dua puluh
lirna (03- tl2A25l, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. BIMALA Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal,
berkedudukan di Kota Tegal, Jalan Kompol
Suprapto Nomor 7, berdasarkan Keputusan
Gubernur Bank Indonesia Nomor
26 / L 1 3 I KEp.cBr/ TNTERN / 2024 / RAHASIA
tanggal 5 Desember 2024, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama jabatannya
serta sah mewakili Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Tegal, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

II. ACHMAD AFZAN

ARSLAN DJUNAID
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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA TEGAL
DAN

PEIVIERINTAH KOTA PEKALONGAN

TENTANG

PENINGKATAN LITERASI RUPIAH DAN SISTEM PEMBAYARAN
DI KOTA PEKALONGAN

Wali Kota Pekalongan, berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
100.2.1.3 221 Tahun 2025 tentang
Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten
dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah
Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun
2A25-2O3O, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Kota
Pekalongan, berkedudukan di Pekalongan



Jalan Mataram No. 1 Kota Pekalongan,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Nota
Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK,
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara lembaga negara yang

memimpin pelaksanaan fungsi dan tugas bank sentral di daerah;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanazln urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan

c. batrwa PARA PIHAK memandang perlu untuk mengoptimalkan akan
kesadaran peningkatan Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran di Kota
Pekalongan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa
Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun L954 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 68a5);

3. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43O1);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2}ll tentang Mata Uang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terttang Pemerintahan Daerah
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
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diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a76\;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL9 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62191;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahlan 2a21 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A21 Nornor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66761
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun2O2l
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 67621;

8. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 22 Tahrun 2O2O tentang Tata Cara
Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan
Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 3711;
dan

9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022
Nomor 2).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Literasi Rupiah dan
Sistem Pembayaran di Kota Pekalongan, dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai landasan sinergi dalam
melaksanakan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka Peningkatan
Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran di Kota Pekalongan.

{21 Tujuan Nota Kesepakatan ini:
a. meningkatkan pemahaman terkait peran, fungsi, dan tugas Bank

Indonesia yang akan diintegrasikan melalui bidang pendidikan; dan
b. membangun ekosistem pendidikan melalui edukasi rupiah dan sistem

pembayaran.
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Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini di Kota Pekalongan

Pasa1 3
OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini Peningkatan Literasi Rupiah dan Sistem
Pembayaran di Kota Pekalongan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
a. pengembangan dokumen kurikulum satuan pendidikan;
b. peningkatan sumber daya PARA PIHAK;
c. sosialisasi Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran; dan
d. dukungan operasional dan regulasi.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempLrnyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. melakukan pengembangan dokumen kurikulum satuan pendidikan

terkait Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran bersama PIHAK
KEDUA;

b. melaksanakan Training of Trainer kepada pendidik jenjang Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

c. melaksanakan sosialisasi kepada pendidik, tenaga kependidikan dan
peserta didik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
bersama PIHAK KEDUA; dan

d. bersinergi melaksanakan kegiatan edukasi bersama PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. melakukan pengembangan dokumen kurikulum satuan pendidikan

terkait Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran bersama PIHAK
KESATU;

b. mendukung pelaksanaan Training of Trainer kepada pendidik jenjang
Sekoiah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
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c. melaksanakan sosialisasi kepada pendidik, tenaga kependidikan dan
peserta didik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
bersama PIHAK KESATU;

d. menerbitkan Surat Edaran terkait Literasi Rupiah dan Sistem
Pembayaran pada satuan pendidikan; dan

e. bersinergi melaksanakan kegiatan edukasi bersama PIHAK KESATU.

Pasal 6
PELAKSANAAN

(U Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(21 Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PIHAK KESATU menunjuk Unit Kerja sesuai dengan tugas dan

fungsinya;
b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
(3) Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun berlaku sejak
ditandatangani.

(2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA
PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota
Kesepakatan ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis
kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota
Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 8
PENGAKHIRAN

(1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
a. Jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan
b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum

jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama
secara tertulis.
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{21 Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri atau dibatalkan oleh salah satu
PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya dalam hal:
a. terdapat ketentuan perundang-undangan danf atau kebijakan

pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Nota
Kesepakatan ini; dan

b. salah satu PIHAK melanggar sebagian atau seluruh ketentuan dalam
Nota Kesepakatan ini.

(3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi
atau diakhiri atau dibatalkan baik karena permintaan salah satu PIHAK
ataupun karena alasan 1ain, maka tidak menghapuskan tugas dan
tanggung jawab yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah
satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan-ketentuan di
dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya
tugas dan tanggung jawab tersebut oleh PIHAK yang melaksanakannya.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini
dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 1O

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

t1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi secara
berkala atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun danf atau secara insidental berdasarkan
kesepakatan.

{21 Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diiakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

Pasal 1 1

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK KEDUA
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PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin
timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau peiaksanaan Nota
Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Hal 6 dari 16



Pasal 12

KEADAAN KAHAR

(1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan
ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali PARA PIHAK dan
tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga tugas dan tanggung
jawab yang ditentukan daiam Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat
dipenuhi.

(21 Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami,

tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-
kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;

b. bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi,
kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan
manusia; dan

c. bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan
kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia narnun berada di luar
kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya.

(3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK yang mengalami Keadaan
Kahar memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat
belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabita tidak ada jawaban
tertulis dari PIHAK lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka Keadaan Kahar
disetujui dengan sendirinya oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.

(4) PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat
dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya.

(5) Kegagalan salah satu PIHAK untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab
yang ditentukan dalam Nota Kesepakatan bukan merupakan cidera janji
atau wanprestasi.

(6) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat
memberitahukan peristiwa tersebut kepada PIHAK lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai
Keadaan Kahar.

Pasal 13

SURAT MENYURAT

tU Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-men1rurat dan korespondensi
lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota
Kesepakatan wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau
pos tercatat dengan tanda terima atau melalui dokumen elektronik yang
jelas di alamat PARA PIHAK sebagai berikut:
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PIHAK KESATU : KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA TEGAL
,{.lamat : Jalan Konepol Suprapto No. 7,

Kemandungan Kec. Tegal Barat, Kota
Tegal, Jawa Tengalr 52114

Telepon: O283-35O50O
Faks : O283=355560

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
u.p : Bagian Pemerintahan Setda Kota

Pekalongan
Alarnat : Jl. Mataram Nornor 1 Kota Pekalongan
Telepon: {0285} 421093
E- mail : t ap em. kotap ekalong a*@'g m-ctil. cant

(2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana terc-antum
pada ayat {1), rnaka tidak diperlukan perubahan terhadap Nota
Kesepakatan ini, namun PIHAK yang melakukan perubahan wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling
lambat 7 (tujuh) h.ari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu,
korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah
dilakukan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini baik
berupa perubahan rnan-lpun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam
Ad"endum Nota Kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(21 Apabila terjadi pergantian pemimpin dan/atau perubahan struktur
organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala
ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku
dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-
penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

PEI\UTUP

Naskah Nota Kesepakatan ini dibuat berdasarkan itikad baik bagi FARA PIHAK
untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan saling
rnenghorrnati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing
PIHAK.

PIHAK KEDUA
PI,HAK

KESATU

SEKDA
ASISTEN

PEMKESRA

KABAG

TUKUM

KABAG

PEM ERINTAHAN

Asisten
Direktur
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Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-
masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai
kekuatan hukum yang salna setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

ACH LAN DJUNAID BIMALA

rKo

*

v

PIHAK KEDUA
PTHAK

KESATU

SEKDA
ASISTEN

PEMKESRA

KABAG

HUKUM
KA846

PEM ERINTAHAN

Asisten
Direktur

A +/ W L- 4
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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA

KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKALONGAN
DAN

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

TENTANG

PEMANFAATAN DATA PERTANAHAN DAN PERPAJAKAN DAERAH SERTA
PENSERTIPIKATAN ASET DAERAH

NOMOR : 6/SKB-33.75.UP.04.05/XII/ 2025
NOMOR : LOO.2.2.3 I 4875 / 2oo1

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima (02-12-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:
I. JOKO WTYONO : Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan,

yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor:
L424 /KP.02.O8/IX I 2024 tanggal 13 September
2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Administrator Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas narna
Kantor Pertanahan Kota Pekalongan,
berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 2 Kota
Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

II. ACHMAD AFZAN : Wali Kota Pekalongan, yang diangkat
ARSLAN DJUNAID berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 100.2. t.3-221 Tahun 2025 tentang
Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota
Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun
2024 Masa Jabatan Tahun 2O25-2A3O, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Pekalongan, berkedudukan di
Jalan Mataram Nomor 1 Kota Pekalongan,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Kasi. Penetapan Hak

dan Penflaftaran
Kasi.Survei

dan Pemetaan
Pth.

Kasu!bag.TU
Sekda

fuisten
Pemkegra

Ka.

BPKAD

Kabag

Hu*um
Kabag

Pemerintahanfi h./ YP L -X k I ll,/ r
I



PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Kasi. Penetapan Hak

dan Pen{,aftaran
Kasi,Survei

dan Pemetaan
Pth.

Kasubbae.TU
Sekda

Asisten
Pemkgsra

Ka.

BPKAD

Kabag

fil*u
Kabag

Pemerintahan, A,/ * rl 4 /r .'{ o-.
2

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. PIHAK KESATU adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kota Pekalongan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

2. PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20431;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2A23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Keda menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68a1);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 67571;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O2l tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas
Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 59 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tah:un 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s533);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62191

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tah:un 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor I82l;

9. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria
dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
372l-;

10. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2A24 tentang Badan Pertanahan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3731;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2Arc tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

L2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 686);

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor L7 Tahun 2Ol8 tentang Pedoman Kerja Sama di
Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1159);

t4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 986);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Talrrun 2O2O tentang Tata Cara
Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan
Pihak Ketiga (Berita Negara Tahun 2O2O Nomor 37);

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 2O2L tentang Pengelolaan dan Penyediaan Data
Pertanahan;

17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik
dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor a6\;

18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor L Tahun 2OL9 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor L Tahun 2OL9
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tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2025 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022
Nomor 2); dan

20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2O25 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 1).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pemanfaatan Data Pertanahan dan
Perpajakan Daerah Serta Pensertipikatan Aset Daerah, dengan ketentuan
sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini sebagai landasan sinergi dalam
melaksanakan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pemanfaatan
data pertanahan dan perpajakan daerah serta pensertipikatan aset daerah.

(21 Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mensinergikan tugas dan fungsi
serta kewenangan PARA PIHAK dalam percepatan pelayanan, pemanfaatan
dan pemutakhiran data pertanahan dan perpajakan serta pensertipikatan
aset daerah' 

pasal 2
LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Wilayah Kota Pekalongan.

Pasal 3
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pemanfaatan data pertanahan dan
perpajakan daerah serta pensertipikatan aset daerah.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
a. Pemanfaatan data pertanahan dan perpajakan daerah;
b. Pemanfaatan data Zona Nilai Tanah (ZNT);
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c. Pemanfaatan data/peta Objek Pajak dan data /peta Bidang Tanah;
d. Partisipasi PARA PIHAK dalam pemutakhiran data Zona Nilai Tanah (ZNT),

data/peta Objek Pajak dan data /peta Bidang Tanah;
e. Percepatan pelaksanaan Sertipikasi atas Barang Milik Daerah berupa tanah

milik/dikuasai PIHAK KEDUA;
f. Dukungan informasi dan dokumen dalam penanganan perkara, sengketa

dan konflik tanah milik/dikuasai PIHAK KEDUA;
g. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK; dan
h. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. memberikan data dan informasi peralihan hak atas tanah terkait pajak

daerah, antara lain:
1. Data/peta bidang tanah;
2. Jenis Hak;
3. Nomor Indentifikasi Bidang (NIB);
4. Kecamatan;
5. Kelurahan;
6. Nama pemegang hak;
7. Luas tanah;
8. Nomor Akta; dan
9. Nama PPAT.

b. memberikan data dan berpartisipasi dalam pemutakhiran data Zona
Nilai Tanah (ZNT), data/peta objek pajak dan data lpeta bidang tanah;

c. memproses usulan pensertipikatan tanah milik atau tanah yang
dikuasai PIHAK KEDUA;

d. membantu menyelesaikan perkara, sengketa dan konflik tanah
milik/dikuasai PIHAK KEDUA; dan

e. melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan pemanfaatan data
pertanahan dan perpajakan daerah serta pensertipikatan aset daerah.

(21 PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. memberikan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan (PBB-P2), antara lain:
1. Peta bidang objek pajak;
2. NOP (Nomor Objek Pajak);
3. Letak Objek Pajak;
4. Nama Wajib Pajak;
5. NIK Wajib Pajak; dan
6. Luas tanah.
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b. memberikan data dan informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), antara lain:
1. Nomor berkas;
2. Jenis peralihan hak;
3. Nama pelepas hak;
4. Nama penerima hak;
5. Nomor sertipikat/alas hak;
6. NOP (Nomor Objek Pajak);
7. Letak Objek Pajak; dan
8. Luas tanah.

c. memberikan data dan berpartisipasi dalam pemutakhiran data Zona
Nilai ranah (zNT), data/peta objek pajak dan data /peta bidang tanah;

d. melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah yang akan dimohonkan
pensertipikatan kepada PIHAK KESATU, dengan melengkapi
data/dokumen yang diperlukan;

e. menyiapkan dan melengkapi persyaratan administrasi dalam rangka
pensertipikatan aset daerah;

f. menyiapkan data dan memberikan informasi tentang tanah-tanah aset
PIHAK KEDUA yang dimohonkan haknya;

g. menyiapkan dan melengkapi data serta dokumen untuk penanganan
serta penyelesaian perkara, sengketa dan konflik mengenai tanah aset
PIHAK KEDUA; dan

h. melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan pemanfaatan data
pertanahan dan perpajakan daerah serta pensertipikatan tanah.

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Rencana
Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagran
tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(21 Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga/Unit Kerja yang ditunjuk oleh
masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang
dikerjasamakan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat
diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
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(21 Dalam hat salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang
Nota Kesepakatan ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan secara tertulis
kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini
dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK berdasarkan
kesepakatan dan sumber dana lain yang sah serta bersifat tidak mengikat, yang
pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
a. Jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan
b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum

jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama
secara tertulis.

(2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri atau dibatalkan oleh salah satu PIHAK
dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya L4
(empat belas) hari kalender sebelumnya dalam hal:
a. terdapat ketentuan pertrndang-undangan dan/atau kebijakan

pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Nota
Kesepakatan ini; dan

b. salah satu PIHAK melanggar sebagian atau seluruh ketentuan dalam
Nota Kesepakatan ini.

(3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau
diakhiri atau dibatalkan baik karena permintaan salah satu PIHAK
ataupun karena alasan lain, maka tidak menghapuskan tugas d.an
tanggung jawab yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu
PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan-ketentuan di dalam
Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya tugas
dan tanggung jawab tersebut oleh PIHAK yang melaksanakannya.
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Pasal 10

SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan, permintaan, persetujuan atau komunikasi lainnya
yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara
tertulis.

{21 Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK
menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai
berikut :

PIHAK KESATU
Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Pekalongan
Alamat : Jl. Majapahit No. 2 Kota Pekalongan
Telepon : (0285) 421152
Email : kat-pekaT.ongan@trbpn.go.id
PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Kota Pekalongan
Telepon : (0285) 42tO93
Email : tapem.kotapekalanEan@Bmail.com

(3) Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat tersebut berkewajiban
untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.

Pasal 1 1

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasi data yang
diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana
diatur dalam Nota Kesepakatan ini sebagai rahasia yang tidak boleh
diberitahukan kepada pihak lain atau badan atau orang lain yang tidak
berhak dengan maksud atau tujuan apapun selama dan sesudah
berlakunya Nota Kesepakatan ini, kecuali ada persetujuan tertulis dari
pihak pemilik informasi data atau dalam rangka memenuhi ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Apabila salah satu PIHAK melanggar larangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini, maka segala tuntutan atau gugatan yang timbul
menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang melanggar.

(3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku
dalam hal sebagai berikut:
a. informasi rahasia tersebut telah menjadi public domain (diketahui oleh

khalayak) yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap
ayat (1);

8

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Kasi. Penetapan Hak

dan Pendaftaran
Kasi.Survei

dan Pemetaan
Pth.

Kasubbag.TU
Sekda

a

Asisten
Pemkqera

Ka.

BPliAD

Kabag

nud,
Kabag

PemerintahanI A.t * -r{ /( --\ffi- 1r-



b. informasi rahasia tersebut diperoleh masing-masing PIHAK dengan
itikad baik dari pihak lain yang berwenang untuk mengungkapkannya.

(4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan tetap berlaku
meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

(1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-
sama atau sendiri-sendiri dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan.

(21 Objek pemantauan dan evaluasi mendasarkan pada tugas dan tanggung
jawab masing-masing PIHAK.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ddadikan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam
merencanakan prograrn kerj a sama selanjutnya.

(4) Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
ditanggung oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan
Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara
musyawarah untuk mufakat.

(21 Dalam hal tidak tercapai mufakat dalam musyawarah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan
perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau
kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan
ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA
PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA
PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar.

(21 Pengertian keadaan kahar yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal
yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa
bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang
luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan.
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Pasal 12
PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Nota Kesepakatan ini tidak dapat ditambah atau diubah, kecuali dibuat
dengan suatu Nota Kesepakatan tambahan atau perubahan (ad.enduml
yang disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK.

{21 Hal-hal yang belum disepakati, diatur dan/atau terjadinya tambahan atau
perubahan (adenduml dalam Nota Kesepakatan ini akan ditentukan
kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Nota Kesepakatan ini.

(3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya
pergantian kepemimpinan dan perubahan struktur organisasi tata kerja
dari PARA PIHAK.

(41 Segala bentuk Perjanjian Kerja Sama atau kesepakatan antara PARA PIHAK
yang disepakati sebelum adanya Nota Kesepakatan ini masih tetap berlaku
sampai berakhirnya jangka waktu.
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(3) sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau
pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijakan pemerintah,
pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung
terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

(4) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat {21,
maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar berkewajiban untuk
memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar.

(5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-
bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang
berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah
dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.

(6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya
pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima
pemberitahuan, maka terjadinya keadaan kahar tersebut dianggap telah
disetujui.

(71 Apabila PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut lalai untuk
memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi
yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini
sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami
keadaan kahar tersebut.



Pasal 16
KETENTUAN PENUTUP

NOIi
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Nota Kesepakatan ini dibuat berdasarkan itikad baik bagi PARA PIHAK untuk
saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan saling
menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing
PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup
dan dipegang oleh PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan
hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, ,

DJUNAID

Sekda
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